
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.102, 2013 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Media 
Sosial. Instansi Pemerintah. Pemanfaatan 

 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL 

 INSTANSI PEMERINTAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa humas pemerintah senantiasa dituntut 
untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan 
yang sangat cepat serta mampu berfungsi sebagai 
jembatan untuk membangun suasana yang 
kondusif dengan publiknya melalui proses 
komunikasi yang baik; 

  b. bahwa humas pemerintah mengalami perubahan 
pendekatan dalam berhubungan dengan media; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu   
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 
Pedoman Umum Pemanfaatan Media Sosial di 
Instansi Pemerintah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat  di 
Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL  DI INSTANSI 
PEMERINTAH. 

Pasal 1 
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
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Pasal 2 
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi instansi pemerintah 
dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial.  

Pasal  3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2012 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Januari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN  
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